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Pembcnt· rkan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan clan Pengelolaan 
Kepariwisn= an di Kabupaten Manggarai Barat; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 hui uf e) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, rnaka Penyelenggaraan d-tn Pengelolaan 
Kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Bar at ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa kepariwisataan merupakan sumberdaya dan modal 
pembangunan yang wajib dikelola, dikembangkan dan 
dimanfaatkan untuk peningkatan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat sesuai dengan potensi dan 
kekhasan daerah; 

a. bahwa pembangunan kepariwisataan daerah adalah 
bagian integral dari pembangunan nasional yang 
dilakukan secara sisternatis, terencana, terpadu, 
berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap 
memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, 
budaya yang hidup dalam masyarakat, kclestarian dan 
mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MANGGARAI BARAT, 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI 

KABUl'ATEN MANGGARAI BARAT 

PERATURAN DAE'.RAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
NIOMOR 4 TAHON 2014 

BUFATI MANGGARAI BARAT 
PROVI~ ·s1 NUSA TENGGARA TIMUR 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Brrat. 
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Pen.vakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. 
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERA TU:RAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 

PENGELOLMN KEPARIWISATMN DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI MANGGARAI BARAT 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RA<YAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

Dengan Persetujuan Bersama 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kcpariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indo- csia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indcnesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 89,Tambahan Lembaran 
Ne gara Republik Indonesia Nomor 4844); 

Nusa Tenggara Timur (Lembarar- Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 
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(1) Pengelolaan daya 1.arik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
huruf a terdiri dari 

a. Pengelolaan daya tarik wisata berbasis masyarakat. 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini me!' puti: 
a. Pengelolaan daya tarik wisata; 
b. Pemberdayaan masyarakat; dan 
c. Pelestarian dan pengembangan budaya daerah 

Pasal 2 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

rekreasi, pengernbarv; .n pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 
wisata yang dikunjungi dalamjangka waktu sementara. 

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 
Pemerintah, dan Pemetintah Daerah. 

9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, 
budaya, dan basil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 
kunjungan wisatawan. 

11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata 
adalah kawasan gcogra, is yang berada dalam satu atau lebih wilayah 
administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas um um, 
fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 
melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 
bagi pemenuhan ke butuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 

13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 
melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 
dalam rangka menghasilkan barang dan/ a tau jasa bagi pemenuhan 
kebutuhan wisatawan dalarn penyelenggaraan pariwisara, 

15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 
pariwisata at.au memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 
mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 
pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan 
koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal g dan 
Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 11 

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati. 

Pasal 10 

( 1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah 
daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran 
kebijakan, program, dan ke-:·~,an kepariwisataan daerah. 

(2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. bidang pelayanan kepab eanan, keimigrasian, dan karantina; 
b. bidang keamanan dan ketertiban; 
c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, 

telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; 
d. bidang transportasi dars t, laut, dan udara; dan 
e. bidang promosi pariwiea~a daerah dan kerja sama daerah. 

Pasal 9 

BAB IV 
KOORDINASI 

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
c. menghapus kemiskinan; 
d. mengatasi pengangguran; 
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 
f. memajukan kebudayaan; 
g. mengangkat citra daerah; 
h. memupuk rasa cinta tanah air; dan 
1. mernperkukuh jati diri dan kesatuan. 

Kepariwisataan bertujuan untuk: 

Pasal 8 

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan 
intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta 
meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Pasal 7 

l 
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(l} diatur 
peraturan 

(2) 

( 1) Usaba pariwisata rneliputi, antara lain : 
a. daya tarik wisata; 
b. kawasan pariwisata; 
c. jasa transportasi wisata; 
d. jasa perjalanan wisata; 
e. jasa makanan dan minuman; 
f. penyediaan akomodasi; 
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi · , 
h. penyelenggaraan perternuan, perjalanan insentif, konferensi, dan 

pameran; 
i. jasa informasi pariwisata, 
j. jasa konsultan pariwisata; 
k. jasa pramuwisata; 
1. wisata tirta; dan 
m.spa. 
Usaha partwisata selain sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

BAB VI 
US.\HA PARIWISATA 

Pemerintah daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan 
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk 
mendukung pembangunan kepariwisataan daerah. 

Pasal 14 

( 1} Pembangunan kepariuisataan daerah dilakukan berdasarkan rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah yang mempertimbangkan 
rencana induk pembangunan kepariwisataan regional dan nasional. 

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang 
daerah. 

Pasal 13 

Pembangunan kepariwisataan dilak.ukan berdasarkan rencana pembangunan 
kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragarnan, keunikan, clan 
kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. 

Pasal 12 

BABV 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

k.. 
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Setiap wisatawan berhak memperoleh : 
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; 
b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; 
c. perlindungan hukum dan keamanan; 
d. pelayanan kesehs .tan; 
e. perlindungan hak pribadi; .lan 
f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. 

Pasal 20 

( 1) Setiap orang berhak 
a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata; 
b. melakukan usaha pn+wisata; 
c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; danj atau 
d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. 

(2) Setiap orang dan Zatnu masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi 
pariwisata mempunyai hak prioritas: 
a. menjadi pekerja/buruh; 
b. konsinyasi; clan/ a tau 
c. pengelolaan. 

Pasal 19 

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

Bagian Kesatu 
Hak 

BAB VII 
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

Pasal 17 
Pernerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha 
pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16. 

(1) Untuk dapat meny elenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, pengusaha pariwisata harus mendaftarkan usahanya 
terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah. 

(2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 16 

I 
ii,. 
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Setiap orang berkewajiban : 
a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan 
b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, 

dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. 

Pasal 24 

(1) Pemerinta.h Daerah berkewajiban : 
a. menyediakan infon nasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta 

keamanan dan kese lama tan kepada wisatawan; 
b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha 

pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam 
berusaha, memfasihtasi, clan memberikan kepastian hukum; 

c. memelihara, rnengembangkan, dan melestarikan aset daerah, regional 
dan nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang 
belum tergali; dan 

d. mengawasi dar mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka 
mencegah dan menar Lggulangi berbagai dampak negatif bagi 
masyarakat luas. 

(2) Tata cara pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 11 huruf d diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 23 

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara : 
a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, 

kecil, menengah, dan koperasi; dan 
b. memfasilitasi kernitraar. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 

dengan usaha skala besar. 

Pasal 22 

Bagian Kedua 
Kewajioan 

Setiap pengusaha pariwisata berhak: 
a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang 

kepariwisataan; 
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; 
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan 
d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan. 

Pasal 21 

I 
I.:· 



( 1) Setiap orang dilarang merusak sebagian a tau seluruh fisik daya tarik 
wisata. 

(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, 
menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan Iingkungan, 
me~ind_ahkan, mengambi1, menghancurkan, atau memusnahkan daya 
tank wisata sehingga berakibat berkurang atau hilanRnya keunikan, 
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Pasal 27 

Bagian Ketiga 
Larangan 

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: 
a. menjaga dan menghormati norma agarna, adat istiadat, budaya, dan nilai- 

nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; 
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; 
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; 
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 

keselamatan wisatawan; 
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan 

yang berisiko tinggi; 
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi 

setempat yang saling mer .erlukan, rnemperkuat, dan menguntungkan; 
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam 

negeri, dan memberikan kesernpatan kepada tenaga kerja lokal; 
h. rneningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; 
1. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program 

pemberdayaan masyarakat; 
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan 

dan kegiatan yang melan ggar hukum di lingkungan tempat usahanya; 
k. memelihara lingkungan ) ang sehat, bersih, dan asri; 
1. memelihara kelestarian li.ngkungan alam dan budaya; 
m. menjaga citra daerah dalarn bingkai negara kesatuan Republik Indonesia 

melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan 
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

Setiap wisatawan berkewajiban: 
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai- 

nilai yang hidup dalam rnasyarakat setempat; 
b. memelihara dan melestarikan lingkungan; 
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan 
d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan 

dan kegiatan yang melanggar hukum. 

Pasal 25 
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Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (du.a} 
unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana. 

Pasal 31 

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi 
Pariwisata Daerah. 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. 

(3) Sadan Prornosi Pariwisata Daerah dalarn melaksanakan kegiatannya wajib 
berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. 

(4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal30 

BAB IX 
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH 

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan clan penyebarluasan informasi 
kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan 
daerah. 

(2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah 
mengembangkan sistern informasi kepariwisataan daerah. 

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem 
infonnasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. 

Pasal 29 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, 
organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang 
berprestasi luar bias> atau berjasa besar dalam partisipasinya 
meningkatkan pernbangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang 
kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret . 

(2) Tata cara mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan 
pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) . 

Pasal 28 

BAB VIII 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

keindahan, dan nilai autentik suatu daya ta.rik wisata yang telah 
ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah, 
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(I) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas: 
a. meningkatkan citra ke=ariwisataan Daerah; 
b. meningkatkan ktinj ungan wisatawan mancanegara dan penerimaan 

daerah; 
c. meningkatkan kunj ungan wisatawan nusantara clan pembelanjaan; 

Pasal 35 

( 1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang 
direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai denga n 
kebutuhan. 

(2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata 
kerja dan rencana kerja. 

(3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling 
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
kerja berikutnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, per'syar atari, serta tata car'a 
pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (II. ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Badan Promosi Pariwisata Daerah. 

Pasal 34 

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1) 
membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan 
Promosi Pariwisata Daerah. 

Pasal 33 

(1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri 

atas: 
a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang; 
b. wakil asosiasi profesi 2 (dua} orang; 
c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan 
d. pakar / akademisi 2 'dua) orang. 

(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promoei Pariwieata Daerah 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas 4 (empat) tahun. 

(3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin 
oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang 
sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara 
pengangkatan dan pernberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat [l.), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 32 



(1) Untuk mendukung 
kompetitif, dibentuk 
Pariwisata Daerah. 

(2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Daerah terdiri atas: 
a. pengusaha pariwisata; 
b. asosiasi usaha pariwisata; 
c. asosiasi profesi; dan 
d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. 

(3) Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berfungsi sebagai ·nitra kerja Pemerintah Daerah serta vvadah 
komunikasi dan kons ultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan 
pembangunan kepariwisataan daerah. 

(4) Gabungan Industri Pariwisata Daerah bersifat mandiri dan dalam 
melakukan kegiatannya bersifat nirlaba. 

(5) Gabungan Industri Pariwisata Daerah melakukan kegiatan, antara lain: 
a. menetapkan dan menegakkan Kode Etik Gabungan Industri Pariwisata 

Daerah; 
b. menyalurkan aspi rasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan 

anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang 
kepariwisataan daerah; 

c. meningkatkan hubungan dan kerja sarna antara pengusaha pariwisata 
daerah dan pengusaha pariwisata Indonesia untuk kepentingan 
pembangunan kepariwisataan daerah; 
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pengembangan dunia usaha pariwisat-i yang 
satu wadah yang dinamakan Gabungan [ndustri 

Pasa137 

BABX 
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH 

(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari: 
a. pemangku kepentingan; dan 
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah 
sesuai dengan ketentu.an peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib 
diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. 

Pasal 36 

d. menggalang pend anaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. melakukan riset dalam rangka. pengembangan usaha dan bisnis 
pariwisata. 

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai koordinator 
promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah dan mitra kerja 
Pemerintah Dae: ah. 
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Pemerintah Daerah rnemberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan 
kecil di bidang kepariwisataan daerah _ 

Pasal 43 

Pendanaan oleh pengusaha dan/ a tau masyarakat dalam pembangunan 
pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur deng.in Peraturan 
Bupati. 

Pasal 42 

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh 
dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan 
budaya. 

Pasal 41 

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prmsip keadilan, 
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Pasal 40 

Pendanaan parrwisata daerah menjadi tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat. 

Pasal 39 

BAB XI 
PEtfDANAAN 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan 
kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalarn anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga. 

Pasal38 

d. mencegah persaingan us.aha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan 
e. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan 

kebijakan Pemerintah daerah di bidang kepariwisataan daerah. 
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( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah 
diberi wewenang khusns sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Kepariwisataan sebaga.mana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berken aan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan 
dan Pengelolaan Kepar iwisataan agar keterangan a tau laporan 
terse but menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan clan 
Pengelolaan Kepariwisataan; 

Pasal 46 

BAB XIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

( 1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. teguran tertulis; 
b. pembatasan kegiatan usaha; dan 
c. pembekuan sementara kegiatan usaha. 

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a dikenakan 
kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali. 

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang 
tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (:3). 

(5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada 
pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4). 

Pasal 45 

(1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 dikenai eanksi berupa teguran lisan disertai dengan 
pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. 

(2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir 
dari lokasi perbuatan dilakukan. 

Pasal 44 

BAB XII 
SANKt:I ADMINISTRATIF 
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Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(1) harus telah dibentuk paling lambat 2 (dua) Tahun setelah Peraturan 
Daerah ini diundangkan. 

Pasal 48 

BAB XIV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
dikenakan sanksi pidana k,,'"llngan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak Rp 50.000.000,0u (Lima Puluh Juta Rupiah], 

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dikenakan ss.nksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 47 

BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang di bidang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataan; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan d engan tin, lak pidana di bidang di bidang Penyelenggaraan 
dan Pengelolaan Kepariwisataan; 

e. melakukan ·. penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang di bidang Penyelenggaraan dan 
Pengelolaan Kepariwisataan; 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisataan; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

J· menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana di bidang di bidang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Kepariwisataan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pida.aa. 
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata 
Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat 
Tahun 2009 Nomor 6) dicabut clan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 51 

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini hams telah ditetapkan dalam 
waktu paling lambat 2 {dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, 

Pasal 50 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

( 1) Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 37 untuk pertama kalinya difasilitasi oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Gabungan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus telah dibentuk dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah 
Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 49 
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NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINS! 
NUSA TENGGARA TIMUR: 004 TAHUN 2014. 

0 ............... .., 
~ 

""b'.lN·MHff DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2014 

UPATEN MANGGARAI BAR.AT, 

ARAI BARA T, I.. 

6 Maret 2014 

Ditetapkan di Labuan Bajo 

Diundangkan di Lab 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat. 

Peraturan Daerah mi rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 52 
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Dalam menghadapi pernbahan global dan en . . 
untuk menikmati waktu I p guata~ hak pnbad1 masyarakat 
pembangunan kepariwisataanuang de~gan berw1sata, perlu dilakukan 
keunikan, dan kekhasan daerahy:Og e~tum~u pada keanekaragaman, 
Indonesia. alam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Kecend.erungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun 
menunJukkan perkembanisan yang sangat pesat Hal itu di b bk 
lain oleh · . · tse a an, antara 
b , perubahan stru ktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin 
anyak oran ·1 iki . . g yang rnerm I pendap.1tan lebih yang semakin tin . S 1 . . 

kepanw1sataan telah b k b . . 1 ggi. e run rtu, er em arig rnenJad1 sua.tu fenomcna. global men· di 
kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi man . ' h ua 1 
d ih ti. d · · . usia yang arus 

i orma an d1hndung1. Pemerintah Daerah d . ah .. 
, urua us a panWisata d 

mati_syarakat berkewajiban untu« dapat menjamin agar berwisata sebagai h: 
se ap orang dapat ditegakkan sehin d a 
harkat d b , gga men ukung tercapainya peningkatan an marta at manusia · k . 
antarbangsa dalam rarigk 'p~n1dnkg atan kese1~hteraan, serta persahabatan 

a mewu1u an perdamaian dunia. 

Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui 
penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan 
pendapatan masyarakat, n iemperluas dan memeratakan kesempatan 
berusaha clan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, 
memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di 
Kabupaten Manggarai Barat, serta memupuk rasa cinta tanah air dan 
mempererat persahabatan antarbangsa. 

Keparariwisataan menunjukkan perkembangan yang semakin nyata dalam 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional. 
Kepariwisataan bertumpu pada kekayaan yang tak ternilai harganya yang 
dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa bagi Kabupaten Manggarai Barat. 
Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keadaan alam, flora, dan 
fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya 
merupakan sumber daya dan .uodal untuk meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat scbagaimana terkandung dalam Pancasila dan 
dicita-citakan dalam Pernbu.caan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

I. UMUM 

TENT ANG 
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI 

KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
NOMOR 4 TAHUN 2014 
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Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukupjelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi, antara lain hak dan 
kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah Daerah, 
Pengelolaan Obyek Wisata, pemberdayaan masyarakar, pelestarian dan 
pengembangan budaya daerah, pembangunan kepariwisataan yang 
komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan 
kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalan, 
dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi 
kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta 
pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. 

Dalam pelaksanaannya, pemt angunan kepariwisataan di Ka bu paten 
Manggarai Barat perlu diatur dalam Peraturan Daerah dengan rnemperhatikan 
tuntutan perkembangan zaman sebagai akibat perubahan lingkungan strategis 
baik ekstemal maupun internal, serta berpedoman pada Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2009 tentaug Kepariwisataan. 

Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana 
untuk menciptakan kesadaran akan identitas daerah dan kebersamaan dalam 
keragaman. 
Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan 
pertumbuhan dan pemerat aan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan 
pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu 
kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup 
berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektcr, kerja sama antardaerah, 
pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber 
kekayaan alam dan budaya. 

Selain itu, pernbangunan kepariwisataan harus tetap rnernperhatikan jumlah 
penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalarn 
pembangunan kepariwisataan nada rnasa sekarang dan yang akan datang 
karena memiliki fungsi gand.i, di samping sebagai aset surnber daya rnanusia, 
juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan lokal dan nusantara. 
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Pasal 7 
Culrup jelas. 

Pasal8 
Cukup jelas. 

Pasal9 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan kepabeanan 
dilakukan dengan instansi pemerintah daerah yang mengurusi bidang bea 
cukai dalarn hal mempermudah masuk dan ke luarnya barang untuk 
keperluan berbagai kegiatan pariwisata, antara lain untuk keperluan 
pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; untuk promosi 
pariwisata internasional; clan untuk kegiatan pariwisata internasional lainnya. 
Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan keimigrasian 
dilakukan dengan instansi pemerintah yang mengurusi keimigrasian dalam 
hal rnempennudah: 
a. pemberian bebas visa kunjungan singkat (BVKS) atau visa free dan vi..a 

kunjungan saat kedatangan (VKSK) atau visa on arrival (VOA); dan 
b. pemberian visa kepada peserta pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, 

dan pameran dari negara di luar yang mendapatkan fasilitas BVKS dan 
VKSK. 

Ketentuan mengenai koordinasi strategis di bidang pelayanan karantina 
dilakukan dengan instansi pemerintah yang mengurusi karantina dan 
kesehatan dengan prosedur yang jelas dan tegas dalam hal : 
a. masuk dan ke luarnya hewan dan tumbuhan yang terkait dengan kegiatan 

pariwisata/perternuan, perjalanan insentif', konferensi, dan pameran; dan 
b. masuk clan ke luarnya bahan/barang untuk keperluan wisatawan. 
Hurufb 
Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang keamanan dan ketertiban 
dilakukan dengan instansi Pemerintah daerah di bidang pemerintahan daerah, 
Kepolisian Daerah, clan Tentara Nasional Indonesia di daerah dalam hal : 
a. kebijakan dan pelayanan pengamanan di lingkungan objek vital pariwisata 

nasional dan daerah; 
b. penetapan standar kearr anan dan ketertiban serta pengawasan perjalanan 

wisatawan sejak kedatangan, selama perjalanan, dan sam.pai kepulangan; 
dan 

c. pemberian infonnasi mengenai kondisi destinasi pariwisata yang kondusif 
dan aman untuk dikunjungi dengan memberikan peringatan dini terhadap 
adanya suatu bencana. 

Huruf c 
Ketentuan mengenai koord .nasi strategis bidang prasarana umum dilakukan 
dengan instansi pemerintah daerah dalam hal ketersediaan dan 
keterpeliharaan : 
a. prasarana jalan menuju dan di lingkungan destinasi pariwisata; 
b. air bersih untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi 

pariwisata; 
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Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas, 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (1) 
Hurufa 

Ya~g dimaksud dengan "usaha daya tarik wisata" adalah usaha yang 
kegiatan.nya. mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dar. 
daya tarik wisata buatan/binaan manusia. 
Hurufb 

!a~g dimaksud dengan "usaha kawasan pariwisata" adalah usaha yan~r 
egiatannya mernbangun dan/atau mengelola kawaean dengan luas tertentu 

untuk memcnuhi kebutuhan pariwisata, 

c. listrik untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi 
pariwisata; 

d. sarana telekomunikasi untuk fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di 
destinasi pariwisata; dan 

e. sistem pembuangan air kotor, sampah, dan sanitasi. 
Huruf d 
Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang transportasi darat, laut, dan 
udara dilakukan dengan instansi pemerin .ah daerah di bidang perhubungan 
dalam hal: 
a. peningkatan jalur clan frekuensi penerbangan maskapai nasional clan 

maskapai daerah dari sumber utama pasar wisatawan nusantara dan 
mancanegara; 

b. peningkatan kualitas pelayanan sarana bandara, terminal bus, stasiun 
kereta api, dan pelabtrhari laut yang memenuhi International Ship and Port 
Security Code (ISPS Code); 

c. peningkatan kenyamanan ~r · ana transportasi; 
d. keterpaduan moda transportasi; 
e. ketersediaan pelayanan transportasi perintis; dan 
f. ketersediaan rambu/petunjuk perjalanan menuju daya tarik wisata dan 

destinasi pariwisata. 
Huruf e 
Ketentuan mengenai koordinasi strategis bidang promosi pariwisata dilakukan 
dengan instansi Pemerintah daerah yang menangani bidang komunikasi dan 
telekomunikasi, perindustria n, perdagangan, penanaman modal, kebudayaan, 
dan promosi bersama di bidang pariwisata dengan melibatkan pelaku dan 
pemerhati pariwisata perusahaan penerbangan, dan industri pariwisata 
daerah. 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan "usaha jasa transportasi wisata" adalah usaha khusus 
yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, 
bukan angkutan transportasi reguler /umum. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan "usaha jasa perjalanan wisata" adalah usaha biro 
perjalanan wisata dun usaha agen perjalanan wisata. 
Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan 
perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, 
termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. 
U saha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti 
pemesanan tiket dan pem .sanan akomodasi serta pengurusan dokumen 
perjalanan. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan "usa.ha jasa makanan dan minuman" adalah usaha 
jasa penyediaan makanan clan minuman yang dilengkapi dengan peralatan 
dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa 
boga, dan bar/kedai minum. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengar "usaha oenyediaan akomodasi" adalah usaha yang 
menyediakan pelayanan penginaj.an yang dapat dilengkapi dengan pelayanan 
pariwisata lainnya. 
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi 
perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan 
untuk tujuan pariwisata. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan 
rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha 
seni pertunjukan, arena pennainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan 
dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. 
Hurufh 
Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanar 
insentif, konfererisi, dan pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi 
suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi 
karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta 
menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan 
promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan 
internasional. 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan "usaha jasa informasi pariwisata" adalah usaha fang 
menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai 
kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cctak dan/ atau 
elektronik. 
Hurufj 
Yang dimaksud dengan "usaha jasa konsultan pariwisata" adalah usaha yang 
menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, 
pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. 
Huruf k 



Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Huruf a 

Cukupjelas 
Hurufb 
Yang dimaksud dengan "konsinyasi" adalah hak setiap orang atau masyarr kat 
untuk menempa~an komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata y:mg 
pembayarannya dilakukan kemudian. 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "pengelolaan" adalah hak setiap orang atau 
masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam 
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Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cuk.up jelas 
Ayat (2) 
Tata cara pendaftaran dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri 
bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam 
penyelenggaran pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain 
prosedur pelayanan yang sederhuna, persyaratan teknis dan administratif 
yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah 
dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang 
terbuka. Penyelengga.raan pelayanan publik harus dapat 
dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada 
atasan/pimpinan unit pelayar.an instansi pemerintah (akuntabel). 

Yang dimaksud dengan "usaha jasa pr amuwisata" adalah usaha yang 
menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk 
memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. 
Huruf 1 
Yang dimaksud dengan "usaha wisata tirta" merupakan usaha yang 
menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan 
prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, 
pantai, sungai, danau, dan waduk. 
Hurufm 
Yang dimaksud dengan "usaha spa" adalah usaha perawatan yang 
memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, 
rempah-rempah, layanan ma.canarr/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik 
dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan 
tradisi dan budaya daerah dan budaya bangsa Indonesia. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 
Huruf e 
~ang.11dim~su~ dengan "usaha parrwrsara dengan kegiatan yang berisiko 
tinggi meliptrti, antnra lain wisata selam, arung jeram panjat t bi . . , e 1ng, 
permru~an ~et coaster, dan menrrunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat 
satwa bar di alam bebas. 
Huruff 

Cukup jelas. 
Huruf g 

Cukup jelas. 

Pasal 20 
Huruf a 

Cukupjelas 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan "pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar" 
adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar 
kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia. 
Huruf c 

Cukupjelas 
Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Cukupjelas 
Huruf f 

Cukup jelas. 

menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di 
sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan. 
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Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 

Pasal 29 
Cukupjelas 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Yang dimaksud dengan "unsur penentu kebijakan" adalah penentu yang 
merumuskan dan menete.pkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan 
Promosi Pariwisata Daerah. 
Yang dimaksud dengan "unsur pelaksana" adalah pelaksana kebijakan yang 
menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah. 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "spesies tertentu" adalah kelompok flora dan fauna 
yang dilindungi. 
Yang dimaksud dengan "keunikan" adalah suatu keadaan atau hal yang 
memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan 
kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat. 
Yang dimaksud dengan "nilai autentik" adalah nilai keaslian yang .nenjadi 
sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya .. 

Hurufh 
Cukup jelas. 

Hurufi 
Cukup jelas. 

Hurufj 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Hurufl 
Cukup jelas. 

Hurufm 
Cukup jelas. 

Hurufn 
Cukup jelas. 
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Pasal43 
Cukupjelas 

Pasal44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal48 
Cukup jelas. 

Pasal49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 39 

Cukupjelas 
Pasal 40 

Cukup jelas. 
Pasal 41 

Cukup jelas. 
Pasal 42 

Cukup jelas. 

' . 


